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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Konsep keadilan korektif bahwa tujuan utama dari hukum adalah memperbaiki
ketidakseimbangan yang timbul akibat suatu tindakan yang merugikan pihak lain.
Keadilan korektif menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan
korban dengan cara mengembalikan korban pada posisi yang sedekat mungkin
dengan keadaan sebelum terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, keberadaan
restitusi sebagai instrumen pemulihan merupakan perwujudan konkret dari prinsip
keadilan korektif, karena restitusi berfungsi untuk memperbaiki kerugian yang
secara langsung dialami oleh korban. gagasan mengenai pembebanan restitusi
kepada pihak ketiga maupun melalui mekanisme pendukung seperti dana
pemulihan korban menjadi relevan untuk memastikan bahwa tujuan keadilan
korektif dapat tercapai. Apabila pemulihan korban sepenuhnya bergantung pada
kemampuan pelaku, maka prinsip keadilan korektif tidak akan terpenuhi secara
optimal. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang menjamin bahwa kerugian
korban tetap dapat dipulihkan meskipun pelaku tidak mampu melaksanakan
kewajiban restitusi. Dengan demikian, penguatan mekanisme restitusi, termasuk
kemungkinan keterlibatan pihak ketiga dalam pemenuhan kewajiban tersebut,
merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana
tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan
hak korban secara nyata.

Kriteria hukum pihak ketiga, pengaturan mengenai pembebanan restitusi kepada

pihak ketiga dalam sistem hukum Indonesia belum memiliki kriteria yang jelas dan
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komprehensif. Dalam praktiknya, konsep pihak ketiga yang dapat memberikan
restitusi kepada korban masih dipahami secara terbatas. Penjelasan yang
berkembang, termasuk yang disampaikan oleh LPSK, pada umumnya
menempatkan keterlibatan pihak ketiga dalam pemenuhan restitusi lebih bersifat
sukarela atau berdasarkan kemauan pihak tersebut untuk membantu pemulihan
korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa kriteria mengenai pihak ketiga belum
dirumuskan secara normatif dan tegas dalam peraturan perundang-undangan.
Pendekatan yang hanya menempatkan pihak ketiga sebagai pihak yang
memberikan bantuan secara sukarela berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum serta tidak memberikan jaminan yang kuat bagi korban untuk memperoleh
pemulihan. Selain itu, kriteria yang bersifat tertutup dan tidak dirumuskan secara
eksplisit dapat membatasi kemungkinan pengembangan mekanisme
pertanggungjawaban yang lebih luas terhadap pihak-pihak yang memiliki
hubungan hukum, struktural, atau fungsional dengan pelaku maupun dengan

terjadinya tindak pidana.
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B. Saran

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
khususnya dengan memperjelas definisi dan kriteria “pihak ketiga” yang dapat
dibebani kewajiban membayar restitusi. Pengaturan ini perlu dirumuskan secara
tegas, limitatif, dan operasional agar tidak menimbulkan multitafsir, mencegah
disparitas putusan, serta memberikan kepastian hukum bagi hakim, jaksa, LPSK,
korban, maupun pihak ketiga itu sendiri. Penegasan norma ini juga penting agar,
sebagaimana ditekankan oleh LPSK, hak korban atas restitusi tidak gugur hanya
karena pelaku tidak mampu membayar.

2. Aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan LPSK, perlu memperkuat
koordinasi dan membangun pedoman teknis bersama dalam penentuan pihak
ketiga serta mekanisme eksekusi restitusi. Peran LPSK tidak hanya sebatas
menghitung dan mengajukan besaran restitusi, tetapi juga perlu diperkuat dalam
mengawal pelaksanaan dan eksekusi putusan restitusi agar benar-benar sampai
kepada korban. Selain itu, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme
pemaksaan atau skema talangan sementara apabila pelaku dan/atau pihak ketiga
tidak segera memenuhi kewajiban, agar tujuan utama restitusi sebagai instrumen

pemulihan korban tidak gagal tercapai.
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